
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1827, 2018 KEMENKEU. Pelaporan, Perubahan, dan 

Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan 
Modal Negara pada Perusahaan Perseroan 

(Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan 
Menteri Keuangan. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  182 /PMK.06/2018 

TENTANG 

TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN 

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN 

(PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola bagi Badan 

Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan 

pengawasan Menteri Keuangan, perlu mengatur tata cara 

pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan 

tambahan Penyertaan Modal Negara; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara, 

Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam 

kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan 

berwenang untuk mengatur tata cara pelaporan, 

perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan 

Penyertaan Modal Negara;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan 
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Tambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan 

Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan 

Pengawasan Menteri Keuangan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara 

pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6006); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN 

PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA 

PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat 

PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan 

cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan 

sebagai modal Perusahaan Perseroan dan dikelola secara 

korporasi. 

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero 

adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 

yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu 

persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.  

3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 

disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris. 

4. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero 

untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan 

tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. 

5. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus 
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sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi. 

6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas 

dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. 

8. Direktur Jenderal adalah pimpinan Direktorat Jenderal. 

9. Pelaporan adalah penyampaian perkembangan atau hasil 

kegiatan mengenai penggunaan tambahan PMN secara 

tertulis oleh Direksi kepada Menteri.  

10. Perubahan adalah peralihan dalam penggunaan 

tambahan PMN yang mengakibatkan perbedaan tujuan, 

kegiatan, atau keluaran yang direncanakan dalam kajian 

bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah 

penambahan PMN.  

11. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan data dan 

mengamati perkembangan atas penggunaan tambahan 

PMN, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi 

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata 

kelola perusahaan yang baik pada Persero dalam melakukan 

pencatatan, penempatan, penggunaan, perubahan, dan 

pelaporan tambahan PMN. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah 

pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.  
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Pasal 4 

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. pelaporan penggunaan tambahan PMN; 

b. perubahan penggunaan tambahan PMN; dan 

c. pemantauan penggunaan tambahan PMN. 

(2) Tambahan PMN dalam Peraturan Menteri ini meliputi 

tambahan PMN yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk dana 

segar. 

(3) Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini 

meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun 

berjalan dan/atau penambahan PMN yang diterima 

tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan. 

 

Pasal 5 

Pihak dalam pelaporan, perubahan, dan pemantauan 

penggunaan tambahan PMN meliputi: 

a. Menteri selaku RUPS/pemegang saham Persero; 

b. Dewan Komisaris; dan 

c. Direksi. 

 

BAB III 

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Pasal 6 

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 

memiliki kewenangan: 

a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari 

Direksi; 

b. meminta tanggapan tertulis atas laporan 

penggunaan tambahan PMN dari Dewan Komisaris; 

c. melakukan penelaahan dan/atau pembahasan atas 

laporan penggunaan tambahan PMN; 

d. meminta penyesuaian laporan penggunaan 

tambahan PMN dari Direksi; 

e. melakukan pemantauan penggunaan tambahan 

PMN; dan 
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